
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLORA

NoMoR | 75 lltk.o3. 1-Kpt l33L6lKPU-Kab/X l2o2O
TENTANG

PERGANTIAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KUNDURAN

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Panitia

Pemilihan Kecamatan Kunduran perihal

Pergantian Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan

dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Blora

Tahun 2O2O;

b. batru,a berdasarkan pertimbangan sebagairrrana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang

Pergantian Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan

l(unduran dalam Pemilihan lJmum Bupati dan Wakil

Bupati Blora Tahun 2O2O.

Mcngir-rgat i. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4846);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun '2014

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Unclang-Ur-idang Nomor 23 Tahun '2O14 tentang

Peme rir-rtah Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2074 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

Undang- Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 20\6 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah

Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 201,4

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201s
Nomor 5898);

4. Undang-Undang Nomor T Tahun 2Ol7
tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2ol7 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 06
Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi pemilihan Umum provinsi, dan
Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi
Pemilihan umum Nomor 22 Tahun 200g tentang
Perubahan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor
06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi pemilihan umum,
Sekretariat Komisi pemilihan Umum provinsi, dan
sekretariat Komisi pemilihan Umum KabupatenlKota;

6. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2015 tentang Tata Ker.;a Komisi pemirihan

umum, Komisi pemilihan Umum provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh dan Komisi pemilihan
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Umum/Komisi Independen Pemilihan KabupatenfKota,

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2Ol7

tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen

Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupatenf Kota,

Pembentukan dan Tata Kerja panitia pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
walikota dan wakil walikota (Berita Negara Repubrik

Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor l37T);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2OL9 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau walikota
dan wakil walikota Tahun 2o2o sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor S Tahun 2O2O tentang
Perubahan Ketiga atas peraturan Komisi pemilihan

Umum Nomor 15 Tahun 2O7g tentang Tahapan, program

dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan
wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2O2O;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora
Nomor 3 1 / PP. 0 I .2 -Kpt I 33 1 6 / Kpu -Kab I rx I 20 tg tentang
Pedoman Teknis Tahapan, program dan Jadwal
penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati
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Memperhatikan 1

3

Blora Tahun 2O2O sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Blora Nomor 42lPP.Ol.2-Kptl 3316lKPU-Kab lVIl2O2O
tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 3llPP.Ol.2-

Kptl 3316lKPU-Kab llxl2Ol9 tentang Pedoman Teknis

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2O2O;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Blora Nomor 1 lPP.O4.2-Kptl3316lKPU-Kab lIl2O2O
Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Blora Serta Pembentukan dan Tata

Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan

Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun

2020;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
B I o r a Nomor : 26 IPP.O4 .2-Kptl 33 16 IKPU -Kab llI I 2O2O

tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia

Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Blora Tahun 2O2O;

1 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora

Nomor 43 lPL.O2-Kptl3316/KPU-Kab lVIl 2O2O Tentang

Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Blora Lanjutan Tahun 2O2O;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora

Nomor 44 I PP.O4.2-Kptl 3321 I KPU -Kab lVt I 2O2O tenrang

Pengaktifan Kembali Masa Kerja Anggota panitia

Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat panitia pemilihan

Kecamatan Se Kabupaten Blora Untuk Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Blora Tahun 2O2O;

Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Kunduran Nomor

20/PPK-KDR/X/2O2O, Perihal Pergantian Ketua ppK

Kunduran, tanggal 8 Oktober 2O2O;

Hasil Rapat Pleno Komisi pemilihan Umum
Kabupaten Blora tanggal 17 Oktober 2O2O.
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Menetapl<an

KESATU

KtrDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

BLORA TENTANG PERGANTIAN KETUA PANITIA

PEMILIHAN KECAMATAN KUNDURAN DALAM PEMILIHAN

UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2O2O

Memberhentikan dengan hormat Saudara TRI SELASTYO

UTOMO dari Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kunduran

dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun

2020.

Menetapkan Saudara MUHAMMAD ANWAR sebagai Ketua

Panitia Pemilihan Kecamatan Kunduran dalam Pemilihan

Umum Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora.

pada tanggal 17 Oktober 2O2O.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLORA

Ttd,

MOHAMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARI KOMISI PEMILIHAN UMUM

N BLORA
Hukum
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